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This study aims to explore the need for accounting system reform in the context 
of coastal and marine development based on the principles of the Blue 
Economy to promote socio-ecological justice. Using a literature review 
method, the research analyzes various alternative accounting approaches 
capable of capturing the social, cultural, and ecological dimensions of marine 
development. The core emphasis lies in the importance of integrating full-cost 
accounting, natural capital accounting, and social return on investment 
(SROI), as well as the active involvement of local communities in the 
documentation and evaluation processes of coastal projects. The findings 
reveal that conventional accounting approaches fail to represent the inequities 
in the distribution of development benefits and burdens, highlighting the need 
for more inclusive and participatory methods to address these gaps. This study 
recommends the adoption of a more holistic and justice-based accounting 
system as a tool for fair, transparent, and sustainable reporting in coastal and 
marine development projects. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebutuhan reformasi sistem 
akuntansi dalam konteks pembangunan pesisir dan laut yang berlandaskan 
prinsip Ekonomi Biru guna menciptakan keadilan sosial-ekologis. Maka dari 
itu, dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini menganalisis 
berbagai pendekatan akuntansi alternatif yang mampu menangkap dimensi 
sosial, budaya, dan ekologis dalam konteks pembangunan kelautan. Adapun, 
penekanan utama penelitian ini terletak pada pentingnya integrasi pendekatan 
full-cost accounting, natural capital accounting, dan social return on 
investment (SROI), serta pelibatan aktif komunitas lokal dalam proses 
pencatatan dan evaluasi proyek pesisir. Temuan dari penelitian menunjukkan 
bahwa pendekatan akuntansi konvensional tidak mampu merepresentasikan 
ketimpangan yang terjadi dalam distribusi manfaat dan beban pembangunan. 
Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif diperlukan 
untuk mengisi kekosongan tersebut. Hasil dari penelitian ini menyarankan 
penerapan sistem akuntansi yang lebih holistik dan berbasis pada prinsip 
keadilan sebagai alat untuk mewujudkan pelaporan yang adil, transparan, dan 
berkelanjutan dalam proyek-proyek pembangunan pesisir dan laut. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki potensi pendapatan ekonomi dari sumber daya kelautan sebesar 
US$1,3 triliun per tahun, lima kali lipat dari APBN 2019 yang sebesar US$ 190 miliar 
(Pebrianto, 2020). Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tercermin 
dari rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Indonesia, yang hanya mencapai 
2,65% pada 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Selain rendahnya kontribusi terhadap PDB, 
kesejahteraan nelayan Indonesia juga masih sangat rendah. Sebanyak 20% hingga 48% nelayan 
hidup di bawah garis kemiskinan (Pryanka, 2018). Sekitar 2 juta nelayan menyumbang 25% 
angka kemiskinan nasional (KNTI, 2020), sehingga masyarakat pesisir identik dengan 
kemiskinan (Wasiaturrahma et al., 2020). Bahkan, masyarakat nelayan dianggap sebagai 
kelompok termiskin di Indonesia (Sari et al., 2020). Buruknya kondisi ekonomi nelayan 
menyebabkan banyak yang bermigrasi ke kota (Hui et al., 2021; Yuniarti, 2021), 
mengakibatkan jumlah nelayan menurun dari 4,5 juta pada 2012 menjadi 2,2 juta pada 2020 
(Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023). 

Pemerintah telah mencoba mengatasi masalah kekurangan modal nelayan, termasuk 
melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah. 
Namun, nelayan sering kali kesulitan mengakses KUR karena lembaga keuangan menilai 
sektor perikanan sebagai berisiko tinggi dan nelayan dianggap tidak mampu membayar 
pinjaman secara teratur (Khairani et al., 2022). Akibatnya, banyak nelayan terjebak dalam 
hubungan patron-klien dengan juragan, yang memperparah kemiskinan mereka (Pinem et al., 
2019). 

Minimnya modal juga membuat nelayan sulit meningkatkan keterampilan mereka 
(Kimani et al., 2020). Selain masalah modal dan keterampilan, nelayan juga menghadapi 
tantangan krisis iklim. Menurut laporan IPCC 2022, krisis iklim mengakibatkan suhu air laut 
meningkat dan memaksa ikan berpindah, yang dapat mengurangi pendapatan nelayan 
Indonesia dari penangkapan ikan sebesar 24% (IPCC, 2022). Di negara maju, perubahan ini 
diatasi dengan alat tangkap dan penyimpanan yang lebih baik. 

Pengalihfungsian tersebut memberi dampak buruk bagi keberlanjutan ekologi dan 
mengurangi potensi penerimaan negara. Indonesia juga memiliki potensi mendapat 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari berbagai perdagangan karbon dan insentif 
karbon. Salah satu sumber daya alam Indonesia yang berpeluang dalam menghasilkan 
pendapatan negara tersebut adalah hutan mangrove dengan potensi sebesar hutan mangrove Rp 
2.333 triliun (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Jumlah yang besar 
tersebut adalah akumulasi dari hutan mangrove Indonesia yang sangat luas. Per Desember 
2021, luas ekosistem mangrove atau bakau di Indonesia mencapai 3,63 juta hektare (Ha) atau 
20,37 persen dari total dunia (Setneg, 2022). Jumlah yang besar tersebut dapat menjadi efek 
multiplayer bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Dampak buruk pengalihfungsian lahan terhadap ekologi dijelaskan oleh Darko (2021), 
yang menyatakan bahwa banyak masyarakat pesisir harus menanggung dampak negatif jangka 
panjang dari turisme massal yang bergantung pada wisata bahari. Selain itu, pengalihfungsian 
lahan ini juga memberikan tekanan serius terhadap ekosistem laut. Ekosistem seperti 
mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan sistem yang saling terhubung dan 
memainkan peran penting sebagai habitat bagi berbagai biota laut. Ketiga ekosistem ini 
menyediakan tempat pemijahan, berkembang biak, serta menjadi lokasi utama bagi biota laut 
untuk mencari makan. Bahkan, banyak jenis ikan hanya dapat hidup di habitat tertentu saja, 
seperti mangrove atau padang lamun. 

Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa tingkat kehilangan hutan mangrove 
diperkirakan lima kali lebih cepat dibandingkan kehilangan hutan global secara keseluruhan. 
Data dari Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRGM) menunjukkan bahwa luas hutan 
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mangrove di Indonesia mencapai 4.120.263 hektare, namun sekitar 700.000 hektare di 
antaranya telah mengalami deforestasi. Deforestasi tersebut terjadi baik di kawasan hutan 
maupun di area penggunaan lain (APL), dengan mayoritas kerusakan berada di wilayah tambak 
(CNNIndonesia, 2022). 

Di sisi lain, ekonomi pesisir dan laut telah lama menjadi penopang kehidupan bagi jutaan 
orang di seluruh dunia (Ebarvia, 2016). Dalam kerangka akuntansi sumber daya, hal ini 
menekankan pentingnya pencatatan dan pengukuran terhadap nilai ekonomi jasa ekosistem 
laut—baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Perubahan fungsi laut dari sekadar warisan 
bersama (Pardo, 1984) menjadi pusat aktivitas ekonomi bernilai triliunan dolar (OECD, 2016) 
menuntut adanya akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan dan pelaporan sumber daya 
ini. 

Kemunculan paradigma ekonomi biru (Blue Economy) dan pertumbuhan biru (Blue 
Growth) merupakan respons terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan. Konsep-konsep 
ini tidak hanya menekankan pentingnya efisiensi dalam pemanfaatan ruang laut, tetapi juga 
menyoroti perlunya sistem pencatatan yang transparan dan terintegrasi untuk menilai dampak 
ekonomi, sosial, dan lingkungan dari berbagai aktivitas laut (Golden et al., 2017; Patil et al., 
2016). Di sinilah peran akuntansi keberlanjutan menjadi krusial—tidak hanya sebagai alat ukur 
kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tetapi juga sebagai panduan 
dalam perumusan kebijakan fiskal dan manajerial yang lebih adil dan inklusif. 

Potensi ekonomi biru diperkirakan mencapai pendapatan global sebesar US$ 24 triliun, 
atau sekitar US$ 2,5 triliun per tahun (OECD, 2016). Namun demikian, nilai luar biasa ini 
belum sepenuhnya tercermin dalam sistem pelaporan keuangan maupun indikator 
makroekonomi nasional—terutama di negara berkembang. Di sinilah peran akuntansi menjadi 
krusial, yaitu mengungkap "nilai tersembunyi" (hidden values) dari sumber daya laut dan 
merancang sistem pelaporan yang partisipatif, termasuk bagi kelompok marginal seperti 
nelayan skala kecil. 

Dengan meningkatnya perhatian terhadap laut dalam kebijakan publik, banyak negara 
mulai membentuk kementerian khusus untuk isu ekonomi biru (Brent et al., 2018). Ini 
menandai perlunya pengembangan kerangka akuntansi sektor publik yang lebih komprehensif, 
mencakup tata kelola pembiayaan biru (blue finance), investasi hijau-biru, dan transparansi 
dalam alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti akuakultur, pariwisata bahari, 
hingga energi terbarukan. 

Lebih jauh lagi, ekonomi biru juga menjanjikan peningkatan inklusivitas sosial dan 
keadilan distribusional lewat pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (European 
Commission, 2020). Untuk menjamin manfaatnya tersebar merata, perlu adanya sistem 
akuntansi nilai sosial (social value accounting) yang dapat mengukur dampak kebijakan 
ekonomi biru terhadap kelompok rentan: nelayan kecil, perempuan, hingga komunitas adat 
pesisir. 

Dalam kerangka ini, penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pelibatan perspektif 
akuntansi, tata kelola perusahaan, dan pelaporan keberlanjutan memegang peran vital dalam 
menjembatani ketimpangan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Bebbington dan Larrinage 
(2014), keberlanjutan dalam konteks bisnis harus dipahami secara interdisipliner, tidak hanya 
mencakup aspek ekologis dan ekonomi, tetapi juga dimensi sosial seperti budaya, iklim, 
sejarah, dan struktur komunitas. 

Dalam konteks perikanan skala kecil, keberlanjutan tidak hanya berarti efisiensi 
pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga inklusivitas dan keadilan sosial bagi masyarakat 
nelayan. Oleh karena itu, peran pelaporan keberlanjutan yang akurat dan tata kelola perusahaan 
yang baik menjadi krusial untuk memastikan pertumbuhan biru yang adil dan berkelanjutan. 

Pendekatan akuntansi keberlanjutan saat ini terus berkembang sebagai respons terhadap 
tekanan ekologis dan sosial yang semakin kompleks. Peraturan dan praktik pelaporan yang 
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mendorong transparansi, seperti yang didorong oleh organisasi internasional melalui advokasi 
kebijakan, memberikan kontribusi signifikan terhadap akuntabilitas korporasi (Bebbington & 
Larrinage, 2014). Dalam kerangka ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan 
literatur dengan mengadopsi pendekatan ekologi dari antropologi guna menganalisis 
perkembangan regulasi pelaporan keberlanjutan yang bersifat sukarela. 

Menggunakan metode kualitatif, teoretis, dan berbasis studi literatur (Bebbington et al., 
2001), studi ini mengusulkan tiga kontribusi utama. Pertama, integrasi teori pemangku 
kepentingan dalam mengkaji hubungan antara struktur sosial, tata kelola organisasi, dan 
kebijakan keberlanjutan. Kedua, telaah historis perkembangan konsep pembangunan 
berkelanjutan dalam literatur antropologi dan sosiologi, dengan penekanan pada konservasi 
lingkungan sebagai syarat tercapainya keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi (Hoben, 
1982). Ketiga, pengenalan kerangka ekologi sebagai lensa baru dalam memahami birokratisasi 
regulasi akuntansi keberlanjutan (Schulz, 1998). 

Dalam praktiknya, pendekatan keberlanjutan yang holistik ini dapat memperkuat posisi 
sektor perikanan skala kecil, yang sering menghadapi hambatan struktural dalam mengadopsi 
prinsip-prinsip keberlanjutan. Standar pelaporan seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan 
Integrated Reporting (IR) menjadi alat penting dalam menstandarkan pelaporan keberlanjutan 
di sektor ini (de Villiers et al., 2017), membantu pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan 
dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. 

Konsep ekonomi biru mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi tata kelola 
yang inklusif, yang melibatkan pemangku kepentingan dan menyesuaikan diri dengan 
dinamika sosial dan ekologis. Seperti diungkapkan oleh Kanjia & Chopra (2010), tata kelola 
perusahaan mencakup kebijakan dan praktik manajemen yang mencerminkan tanggung jawab 
terhadap investor serta masyarakat luas. Dalam hal ini, keberlanjutan bukan hanya menjadi 
instrumen pelaporan, tetapi juga strategi bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif 
(Salvioni & Gennari, 2016). Namun, penerapan prinsip keberlanjutan tidak seragam antar 
negara. Negara-negara di Eropa dan Amerika Utara, misalnya, menekankan pengungkapan 
kinerja keberlanjutan yang tinggi (Taliento et al., 2019). Keberagaman dalam komposisi dewan 
direksi, termasuk gender dan usia, terbukti dapat memengaruhi kualitas pelaporan 
keberlanjutan (Post et al., 2011; Fuente et al., 2017; Haque & Jones, 2020). 

GRI, sejak didirikan pada 1997 melalui kolaborasi antara UNEP, CERES, dan TELLUS, 
telah menjadi pedoman utama dalam pelaporan sosial dan lingkungan (GRI, 2021a, b; CERES, 
2021; TELLUS, 2021). Pedoman ini memungkinkan perusahaan, termasuk dalam sektor 
perikanan, untuk menyampaikan kontribusi mereka terhadap tujuan keberlanjutan global. 
Pedoman G4 yang dirilis pada 2013 memperkuat kapasitas pelaporan tersebut dengan 
menyertakan indikator kinerja organisasi dan dampak lingkungan secara lebih rinci. Inisiatif 
pelaporan lainnya seperti Integrated Reporting (IR) dari International Integrated Reporting 
Council (IIRC) juga berperan penting dalam mengintegrasikan aspek keuangan, sosial, dan 
lingkungan dalam strategi bisnis (IIRC, 2021). IR sangat relevan bagi sektor perikanan skala 
kecil dalam menyoroti dampak jangka panjang terhadap komunitas pesisir dan ekosistem laut. 

Seiring meningkatnya tuntutan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, pelaporan 
keberlanjutan telah menjadi komponen penting dalam strategi manajemen lingkungan. Untuk 
memastikan strategi ini dapat diimplementasikan secara efektif, dibutuhkan dukungan dari 
sistem akuntansi manajemen lingkungan (Environmental Management Accounting/EMA) 
yang mampu menerjemahkan visi keberlanjutan ke dalam praktik operasional sehari-hari 
(Calza et al., 2016; Wang et al., 2018). EMA memiliki peran strategis tidak hanya sebagai 
penyedia informasi bagi manajemen dalam proses perencanaan dan pengendalian, tetapi juga 
sebagai jembatan antara formulasi strategi dan implementasi keberlanjutan secara konkret 
(Burritt & Schaltegger, 2010; Lee & Schaltegger, 2018). 
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Meski demikian, kajian mengenai penerapan EMA masih sangat terbatas, khususnya 
dalam konteks sektor perikanan skala kecil (Christ, 2014; Qian et al., 2011). Padahal, sektor 
ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim serta tekanan akibat eksploitasi sumber 
daya alam. Oleh karena itu, keberadaan sistem akuntansi yang mendukung strategi 
keberlanjutan menjadi sangat penting guna memastikan kelangsungan usaha sekaligus 
keberlanjutan ekosistem. Di samping itu, faktor eksternal seperti tekanan institusional baik 
yang berasal dari kebijakan pemerintah, tekanan masyarakat, maupun norma yang berkembang 
dalam industri—juga berperan signifikan dalam mendorong adopsi EMA (Buysse & Verbeke, 
2003; Delmas & Toffel, 2004; Phan & Baird, 2015). 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini juga menelusuri bagaimana tekanan institusional 
mampu memperkuat hubungan antara strategi manajemen lingkungan dan kinerja organisasi, 
melalui penerapan EMA yang efektif dan kontekstual (Darnall et al., 2008; Park & Lee, 2020; 
Wijethilake, 2017). Di negara berkembang seperti Sri Lanka, pemahaman terhadap dinamika 
sosial dan politik lokal menjadi elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan kebijakan dan 
praktik yang konsisten. 

Potensi blue carbon Indonesia merupakan aset strategis dalam menghadapi krisis iklim 
global, mengingat kekayaan ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan rawa 
pasang surut. Ekosistem ini berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang efisien sekaligus 
mendukung kehidupan masyarakat lokal. Namun, nilai ekologis dan ekonominya belum diakui 
secara optimal dalam sistem fiskal nasional maupun daerah, akibat sistem akuntansi publik 
yang masih berfokus pada transaksi keuangan tradisional. Hal ini menyebabkan kesenjangan 
antara potensi ekologi Indonesia dan perencanaan kebijakan fiskal, sehingga kesempatan 
memanfaatkan blue carbon sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dan diplomasi iklim 
belum sepenuhnya tergarap. 

Program konservasi mangrove oleh BRGM menargetkan pemulihan 600.000 hektare 
ekosistem hingga 2024, namun nilai karbon dari program ini belum tercatat dalam neraca 
nasional sebagai aset lingkungan. Untuk mengoptimalkan peran blue carbon, Indonesia perlu 
memperluas skema Transfer Fiskal Ekologis (TFE) yang sudah terbukti efektif pada ekosistem 
darat, dan mengadaptasinya ke ekosistem laut seperti mangrove dan lamun. Selain itu, penting 
untuk mengintegrasikan blue carbon dalam System of Environmental-Economic Accounting 
(SEEA), mengikuti contoh negara seperti Australia dan Kanada, sehingga neraca nasional 
mencerminkan potensi ekonomi ekosistem laut secara lebih komprehensif. 

Guna memperkuat peran daerah, penyusunan Neraca Karbon Laut Daerah (NKLD) perlu 
dikembangkan sebagai pelengkap APBD, yang mencatat luas, kondisi, dan nilai ekonomi 
ekosistem karbon biru. Meski demikian, terdapat tantangan besar, seperti ketiadaan standar 
akuntansi karbon laut, kapasitas fiskal dan teknis daerah yang terbatas, belum terintegrasinya 
data ekosistem dengan sistem keuangan publik, serta belum diakuinya blue carbon sebagai aset 
keuangan resmi. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan reformasi sistem pelaporan fiskal dan 
akuntansi publik agar ekosistem laut diakui sebagai bagian dari aset strategis nasional, baik 
dari sisi ekonomi maupun ekologi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran akuntansi dalam mendukung ekonomi biru 
dan pertumbuhan biru yang berkeadilan, dengan fokus pada sektor perikanan skala kecil. Studi 
ini mengembangkan kerangka akuntansi keberlanjutan yang mampu mengungkap nilai 
ekonomi, sosial, dan ekologis sumber daya laut, termasuk potensi blue carbon. Selain itu, 
penelitian ini menganalisis bagaimana tekanan institusional dan sistem fiskal dapat mendorong 
penerapan Environmental Management Accounting (EMA) dan mengusulkan integrasi nilai 
ekosistem pesisir ke dalam sistem keuangan nasional dan daerah melalui mekanisme seperti 
Neraca Karbon Laut Daerah (NKLD). Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi akademik 
dalam pengembangan literatur akuntansi keberlanjutan, saran praktis untuk perumusan 
kebijakan fiskal berbasis ekologi, serta dukungan terhadap konservasi ekosistem pesisir. Secara 
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sosial, penelitian ini mendorong ekonomi biru yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta secara 
lingkungan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim melalui penguatan insentif berbasis 
jasa ekosistem laut. 

Meskipun konsep Blue Economy telah banyak dibahas dalam konteks pembangunan 
berkelanjutan, masih terdapat research gap terkait bagaimana kerangka akuntansi dapat 
digunakan untuk mengukur, menilai, dan melaporkan nilai ekologis serta implikasi sosial dari 
aktivitas ekonomi berbasis laut. Sebagian besar studi lebih menyoroti aspek ekologis dan 
ekonomi, sementara kajian mengenai integrasi akuntansi dalam Blue Economy masih terbatas. 
Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis konseptual dan tematik 
terhadap literatur dan praktik yang relevan. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa Blue 
Economy tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan kerangka akuntansi yang mampu 
menyediakan informasi mengenai dampak sosial, ekonomi, dan ekologis secara transparan. 
Dengan demikian, peran akuntansi menjadi penting dalam memastikan bahwa nilai 
keberlanjutan dan keadilan sosial dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Pemikiran ini 
menjadi dasar analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 
TINJAUAN TEORI 
Teori Ekonomi Biru (Blue Economy) dan Pertumbuhan Biru (Blue Growth) 

Konsep ekonomi biru mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut untuk pembangunan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tanpa merusak ekosistem laut (Patil et al., 2016; 
OECD, 2016). Ekonomi biru tidak hanya fokus pada pertumbuhan PDB, tetapi juga mencakup 
keadilan sosial, efisiensi ekologis, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, 
pertumbuhan biru menekankan pada inovasi, tata kelola sumber daya laut yang baik, dan 
konservasi lingkungan untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang. Konsep ini menjadi 
landasan normatif yang mendasari perlunya pendekatan lintas sektor dan multidisipliner—
khususnya dalam sektor perikanan skala kecil, pariwisata bahari, dan konservasi ekosistem 
pesisir seperti mangrove dan padang lamun. 
Teori Akuntansi Keberlanjutan 

Akuntansi keberlanjutan (sustainability accounting) merupakan pendekatan yang 
memperluas ruang lingkup pelaporan keuangan untuk mencakup dampak sosial, lingkungan, 
dan ekonomi dari aktivitas organisasi (Bebbington & Larrinaga, 2014). Teori ini berpijak pada 
prinsip bahwa pelaporan tidak hanya mencerminkan performa finansial semata, tetapi juga 
kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pelaporan keberlanjutan 
mendorong transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya, serta menjadi 
instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang inklusif. Standar seperti GRI dan Integrated 
Reporting (IR) menjadi acuan dalam menyusun laporan yang mencakup aspek lingkungan dan 
sosial secara holistik (de Villiers et al., 2017). 
Teori Tekanan Institusional (Institutional Pressure) 

Teori Tekanan Institusional menjelaskan bahwa organisasi dipengaruhi oleh tekanan dari 
institusi eksternal, seperti regulasi pemerintah, ekspektasi masyarakat, dan norma industri. 
Dalam konteks akuntansi lingkungan dan EMA (Environmental Management Accounting), 
tekanan institusional dapat memperkuat adopsi praktik pelaporan yang lebih berkelanjutan dan 
inovatif (Buysse & Verbeke, 2003; Delmas & Toffel, 2004). Penelitian ini menggunakan teori 
ini untuk menelaah bagaimana tekanan dari kebijakan fiskal, regulasi konservasi, dan tekanan 
pasar internasional dapat mempercepat integrasi blue carbon dan nilai ekosistem ke dalam 
sistem akuntansi nasional. 
Pendekatan Ekologi dalam Antropologi (Ecological Anthropology) 

Pendekatan ini melihat hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai sistem sosial-
ekologis yang saling terhubung (Hoben, 1982; Schulz, 1998). Dalam konteks masyarakat 
pesisir, pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana struktur sosial, budaya lokal, dan 
praktik tradisional berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut. Melalui pendekatan ini, 
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studi ini mencoba memahami dinamika birokrasi pelaporan keberlanjutan, termasuk resistensi 
terhadap perubahan, konflik kepentingan, serta kesenjangan kapasitas antar wilayah. 
Environmental Management Accounting (EMA) 

EMA adalah sistem akuntansi yang menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif 
tentang biaya dan manfaat lingkungan dalam proses manajemen (Burritt & Schaltegger, 2010). 
EMA dapat membantu organisasi dalam merancang strategi lingkungan, mengevaluasi 
efisiensi operasional, dan mengidentifikasi peluang untuk inovasi berkelanjutan. Dalam 
konteks sektor perikanan skala kecil, EMA dapat menjadi alat untuk menjembatani antara 
tujuan konservasi dan kebutuhan ekonomi komunitas lokal (Christ, 2014; Qian et al., 2011). 
EMA juga mendukung integrasi nilai blue carbon ke dalam perencanaan fiskal dan 
penganggaran publik melalui skema seperti Neraca Karbon Laut Daerah (NKLD) dan Transfer 
Fiskal Ekologis (TFE). 

 
METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur sistematis. 
Sumber data terdiri dari artikel akademik, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan, 
dan publikasi resmi yang relevan dengan Blue Economy, pertumbuhan biru, dan keadilan 
sosial. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi proses 
identifikasi tema, pengkodean data, dan interpretasi hubungan konsep untuk menghasilkan 
pemahaman yang komprehensif mengenai peran akuntansi dalam Blue Economy. Pendekatan 
ini memungkinkan dilakukan analisis kritis terhadap berbagai sumber literatur akademik, 
kebijakan internasional, dan studi kasus aktual, yang selanjutnya digunakan untuk membangun 
argumentasi konseptual. Data yang dianalisis dalam kajian ini bersifat sekunder dan diperoleh 
dari berbagai sumber, di antaranya artikel jurnal akademik yang membahas akuntansi 
lingkungan, akuntansi keberlanjutan, serta akuntansi kritis, seperti karya Wolff (2015), 
Benjaminsen & Bryceson (2012), dan Fairhead et al. (2012). Selain itu, laporan kebijakan 
internasional yang berkaitan dengan Blue Economy, seperti PROBLUE, OECD, World Bank, 
FAO, EC, dan AU-IBAR, juga menjadi sumber data. Studi kasus mengenai proyek 
pembangunan pesisir dan laut di berbagai negara, seperti Myanmar, Bangladesh, Grenada, dan 
Namibia, juga digunakan sebagai referensi. Sumber literatur lainnya mencakup topik tentang 
tata kelola (governance), akuntabilitas sosial (social accountability), keadilan distributif 
(distributive justice), dan laporan terintegrasi (integrated reporting). Referensi-referensi ini 
dikumpulkan melalui penelusuran basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, dan 
Google Scholar, serta dokumen kebijakan resmi yang tersedia. 

Dalam hal teknik analisis, penelitian ini menggunakan analisis tematik (thematic 
analysis) terhadap literatur yang dikaji. Proses analisis dimulai dengan identifikasi tema-tema 
utama, seperti "blue grabbing", "social and environmental accounting", "accountability gaps", 
dan "distributive justice in accounting". Selanjutnya, dilakukan klasifikasi isu dengan 
mengelompokkan fenomena-fenomena berdasarkan isu utama, seperti akuntabilitas sosial-
ekologis, ketimpangan distribusi manfaat, invisibilitas dampak sosial dalam akuntansi 
konvensional, dan praktik pelaporan tata kelola (governance reporting). Analisis kritis 
kemudian dilakukan untuk mengkritisi keterbatasan praktik akuntansi saat ini dalam 
menangkap dinamika sosial-ekologis pembangunan pesisir, dengan merujuk pada pendekatan 
akuntansi kritis dan akuntabilitas planetari. Akhirnya, sintesis konseptual disusun untuk 
menggambarkan perlunya reformasi akuntansi berbasis keadilan sosial, akuntansi berbasis 
komunitas, dan pengakuan terhadap sistem pengetahuan masyarakat adat (indigenous 
knowledge systems) dalam pelaporan pembangunan pesisir dan laut. 
Analisis Tematik dan Temuan Utama 

Analisis tematik dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, kategori, 
dan isu utama yang muncul dari literatur mengenai Blue Economy. Proses analisis dilakukan 
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dengan mengikuti langkah-langkah, dimulai dari familiarisasi terhadap literatur, pemberian 
initial coding, pengelompokan kode menjadi tema, peninjauan kembali kesesuaian tema, 
hingga tahap interpretasi dan penyajian hasil. Melalui proses tersebut, penelitian ini 
menemukan tiga tema pokok yang saling berkaitan. Tema pertama menempatkan nilai ekologis 
sebagai basis ekonomi, di mana berbagai literatur menegaskan bahwa keberlanjutan ekosistem 
laut merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tema kedua 
berkaitan dengan keadilan sosial dalam distribusi manfaat, yang menekankan pentingnya 
pemerataan akses dan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir serta kelompok yang rentan. 
Tema ketiga menunjukkan peran penting akuntansi dalam mewujudkan transparansi dan 
pengukuran nilai, karena akuntansi menyediakan informasi yang relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan mengenai dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari penerapan Blue 
Economy. Ketiga tema ini menjadi dasar bagi pengembangan pembahasan dalam penelitian 
ini. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pesisir dan Lautan Dihuni dalam Berbagai Bentuk – Sudut Pandang Akuntansi 

Perebutan pesisir dan lautan melalui praktik “sea sparing” (Wolff, 2015), “blue grabbing” 
(Benjaminsen & Bryceson, 2012), dan “green grabbing” (Fairhead et al., 2012) mencerminkan 
fenomena di mana terjadi ketimpangan distribusi hak akses atas sumber daya. Dalam konteks 
akuntansi, fenomena ini menimbulkan permasalahan dalam hal social and environmental 
accountability, terutama ketika negara dan korporasi gagal mengungkapkan dampak 
eksternalitas negatif terhadap komunitas nelayan skala kecil. BE dan BG sebagai strategi 
pembangunan kerap mengabaikan perlunya pelaporan sosial yang transparan atas pengaruh 
terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan komunitas pesisir (Bennett et al., 2015). 

Dari sudut pandang akuntansi manajemen lingkungan, “perampasan” ruang laut yang 
dilakukan oleh aktor dominan (Franco et al., 2014) menunjukkan kurangnya perhitungan 
terhadap nilai-nilai ekologis dan sosial dalam proses pengambilan keputusan investasi. Jika 
neraca pembangunan hanya mencatat pertumbuhan ekonomi tetapi gagal mencatat hilangnya 
akses tradisional perikanan skala kecil atau perubahan nilai ekosistem, maka terjadi accounting 
silence atau invisibilitas dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Dalam kasus 
Myanmar (Yadana), perpindahan masyarakat nelayan adalah contoh ketidakadilan distribusi 
nilai ekonomi yang seharusnya dicerminkan dalam analisis biaya-manfaat yang inklusif. 

Persaingan untuk mendapatkan ruang di laut menciptakan tantangan dalam akuntansi 
distribusi nilai dan pengukuran dampak sosial. Praktik pembangunan pelabuhan, pariwisata, 
dan industri energi (Gerhardinger et al., 2018; Brannstrom et al., 2017; Howard, 2018) 
mengubah struktur ekonomi lokal, namun tidak selalu diiringi dengan mekanisme social impact 
reporting yang mengakomodasi kehilangan mata pencaharian nelayan. Dalam perspektif 
akuntansi keberlanjutan, perlu ada integrasi antara akuntansi ekologis (misalnya natural capital 
accounting) dan pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility 
disclosure) untuk menggambarkan dampak secara menyeluruh terhadap komunitas terdampak. 

Risiko investasi dan megaproyek pesisir menyiratkan pergeseran orientasi dari 
keberlanjutan menuju akumulasi kapital. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam 
akuntansi publik dan akuntansi pembangunan, yakni: sejauh mana proyek-proyek tersebut 
merepresentasikan distribusi manfaat secara adil. Ertör (2021) menekankan bahwa 
ketimpangan ini memperkuat konflik sosial yang seharusnya dikaji dan dilaporkan dalam 
governance reporting atau laporan akuntabilitas institusi pembangunan. Proyek-proyek besar 
seperti desalinasi, pembangkit listrik, dan pertambangan laut (Campero et al., 2021; Huang et 
al., 2019) harus dimasukkan dalam penilaian social return on investment (SROI) untuk 
mengevaluasi trade-off antara keuntungan ekonomi dan kerugian sosial-ekologis. 
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Privatisasi ruang pesisir dan laut menciptakan perubahan hak kepemilikan yang 
mengganggu struktur distribusi ekonomi lokal. Dalam perspektif akuntansi 
pertanggungjawaban sosial, penyewaan atau privatisasi tanpa partisipasi lokal merupakan 
bentuk ketidakadilan yang seharusnya tercermin dalam stakeholder engagement reports. Ketika 
masyarakat nelayan kehilangan hak akses karena pengembangan akuakultur atau eksploitasi 
energi (Nayak dan Berkes, 2011; Hossain et al., 2001), terjadi kegagalan dalam pengakuan 
hak-hak ekonomi melalui instrumen akuntansi sosial dan laporan pembangunan. 

Perikanan skala kecil dan tren historis perjuangan menunjukkan bahwa komunitas 
nelayan merupakan kelompok pemangku kepentingan yang mengalami marginalisasi 
struktural akibat kegagalan sistem pelaporan yang adil dan inklusif. Akuntansi konvensional 
yang hanya mencatat output ekonomi tidak mencerminkan nilai sosial, budaya, dan ekologis 
dari perikanan skala kecil. Oleh karena itu, pendekatan seperti integrated reporting dan critical 
accounting sangat dibutuhkan untuk mengangkat narasi-narasi nelayan yang selama ini tak 
terdengar (Schreiber et al., 2022; Said dan MacMillan, 2020). 

Perubahan Sistem Sosial-Ekologi mempertegas pentingnya akuntabilitas sosial-ekologis 
dalam proyek BE. Akuntansi harus mampu menangkap perubahan ini melalui performance 
measurement berbasis indikator sosial dan ekologi, serta melalui pengukuran non-finansial 
yang mendokumentasikan kerugian jangka panjang terhadap kesejahteraan komunitas lokal 
(Carneiro dan Hammar, 2021). Pembiayaan investasi biru yang tidak memperhitungkan nilai 
sumber daya ekosistem secara menyeluruh berisiko menciptakan deferred liabilities yang tidak 
tampak di laporan keuangan, padahal menimbulkan kerugian nyata dalam jangka panjang. 

Konflik dan ketidakadilan distribusi menggambarkan ketidakseimbangan dalam 
pembagian manfaat dan beban yang dapat dikaji melalui lensa distributive accounting. Ketika 
kelompok kaya memperoleh manfaat dari pembangunan, dan masyarakat pesisir miskin 
menanggung biaya lingkungan dan sosial (Mahmud et al., 2020), sistem akuntansi yang 
digunakan seharusnya mengungkapkan redistribusi nilai secara adil melalui indikator 
redistributional justice metrics dalam pelaporan pembangunan. Secara keseluruhan, seluruh 
dinamika ini menunjukkan bahwa kerangka kerja akuntansi konvensional tidak cukup untuk 
menjawab kompleksitas pembangunan pesisir dan laut. Akuntansi perlu bergerak ke arah lebih 
partisipatif dan inklusif melalui social and environmental justice accounting, community-based 
accountability, serta pengakuan terhadap indigenous knowledge systems dalam pelaporan 
dampak pembangunan. 

Dalam konteks akuntansi, perampasan ruang pesisir dan laut dalam berbagai bentuk 
seperti blue grabbing dan green grabbing menimbulkan implikasi signifikan terhadap 
akuntabilitas sosial dan lingkungan. Proyek-proyek besar yang mengalihkan kontrol ruang dari 
masyarakat pesisir kepada aktor negara atau swasta tanpa mekanisme transparansi yang jelas 
menunjukkan kegagalan dalam pelaporan eksternal dan pengungkapan sosial (social 
disclosure) yang seharusnya melekat dalam praktik akuntansi keberlanjutan. Hal ini 
menciptakan asymmetry of information antara pengambil kebijakan dan masyarakat 
terdampak, di mana perikanan skala kecil kehilangan hak akses terhadap informasi yang 
memadai terkait rencana proyek, pengelolaan sumber daya, maupun distribusi manfaatnya. 

Secara akuntansi, konflik dan ketidakadilan yang timbul akibat eksploitasi ruang laut 
mencerminkan terjadinya eksternalitas negatif yang tidak dicatat dalam laporan keuangan 
proyek maupun laporan keberlanjutan perusahaan. Biaya sosial seperti kehilangan mata 
pencaharian, degradasi ekosistem, dan ketidakpastian ekonomi lokal tidak diinternalisasi 
dalam penilaian cost-benefit analysis tradisional. Ini menandakan keterbatasan praktik 
akuntansi konvensional yang hanya mengedepankan nilai ekonomi langsung dan mengabaikan 
dimensi sosial serta ekologis. 

Lebih lanjut, agenda Blue Economy (BE) dan Blue Growth (BG) yang digerakkan oleh 
investasi besar-besaran menunjukkan kebutuhan untuk menerapkan akuntansi kewargaan 
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(accounting for citizens), yang mendorong pertanggungjawaban publik dan stakeholder 
engagement dalam proses pencatatan, pelaporan, dan evaluasi proyek. Akuntan, dalam konteks 
ini, perlu memperluas peran mereka dari sekadar pencatat transaksi menjadi fasilitator dialog 
sosial untuk memastikan bahwa suara komunitas lokal masuk ke dalam sistem pengambilan 
keputusan dan pelaporan. 

Privatisasi ruang laut dan pesisir yang menimbulkan “perampasan kendali” juga 
merupakan isu utama dari perspektif akuntansi kritis. Ketika ruang publik berubah menjadi 
komoditas dan menjadi aset yang dimiliki oleh entitas swasta, maka secara akuntansi, ada 
pergeseran dari nilai sosial menjadi nilai ekonomi murni. Proses ini menuntut pengembangan 
sistem pengukuran baru seperti akuntansi nilai sosial (social value accounting) yang mampu 
menangkap nilai non-moneter seperti akses, partisipasi, dan keberlanjutan budaya lokal. 

Proyek-proyek seperti Pelabuhan Kribi, Terusan Vridi, atau penambangan laut di 
Namibia juga menunjukkan minimnya due diligence akuntansi sosial dan lingkungan, yang 
seharusnya dilakukan sebelum implementasi. Dalam proyek pembangunan berskala besar ini, 
praktik akuntansi strategis seharusnya mempertimbangkan analisis multi-capital ekonomi, 
sosial, alam, dan manusia, sebagaimana diusulkan dalam Integrated Reporting Framework. 

Ketimpangan distribusi manfaat dan rendahnya inklusi masyarakat lokal dalam proyek-
proyek BE dan BG juga menjadi perhatian utama dalam akuntansi keadilan sosial. Tidak 
adanya pelaporan yang memadai terkait siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan 
mengindikasikan kegagalan dalam equity accountability. Misalnya, kasus proyek Rampal di 
Bangladesh memperlihatkan bagaimana laporan proyek tidak mencerminkan perpindahan aset 
dari masyarakat marjinal ke kelompok elit, hal yang seharusnya dapat diidentifikasi dan 
dikomunikasikan melalui distributive accounting practices. 

Selain itu, kurangnya koherensi kebijakan dan lemahnya koordinasi kelembagaan di 
negara berkembang, seperti disebutkan oleh Carneiro dan Hammar (2021), memengaruhi 
governance accountability dari sektor kelautan. Sistem akuntansi nasional dan daerah perlu 
menyertakan indikator keberlanjutan sektoral berbasis wilayah (territorial accounting), bukan 
hanya indikator makroekonomi nasional. 

Akhirnya, ketika Blue Economy dipromosikan sebagai kerangka pembangunan global, 
maka tanggung jawab akuntansi harus melampaui perusahaan dan negara donor menuju 
pendekatan akuntansi lintas aktor (multi-actor accounting). Ini mencakup akuntabilitas 
terhadap komunitas lokal, ekosistem laut, dan generasi mendatang. Paradigma ini selaras 
dengan pendekatan planetary accountability, yang menempatkan keberlanjutan lingkungan 
sebagai elemen utama dalam sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi. Fenomena ini tidak 
hanya terjadi dalam konteks nasional, tetapi juga mencerminkan kecenderungan global dalam 
pengelolaan ruang pesisir. Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih luas, perlu dilihat 
bagaimana praktik serupa berkembang di tingkat internasional. 
POV Akuntansi dalam Kebijakan Ekonomi Biru Internasional 

Sebagai pendekatan pembangunan yang berbasis kelautan, Ekonomi Biru (Blue 
Economy/BE) menuntut adanya integrasi lintas sektor, termasuk keterlibatan disiplin 
akuntansi, dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan publik yang berkelanjutan. Namun 
demikian, hanya sebagian dari dokumen tersebut yang telah mengadopsi prinsip pengukuran 
dan pelaporan secara sistematis sebagaimana ditekankan dalam praktik akuntansi 
berkelanjutan. Dalam konteks ini, kerangka akuntansi memiliki peran yang sangat penting. 

Pertama, kerangka ini berfungsi untuk mengukur kontribusi ekonomi dari Ekonomi Biru 
melalui pendekatan seperti National Ocean Accounting, yang telah diinisiasi oleh PROBLUE 
dan Uni Eropa (EC, 2021). Kedua, kerangka akuntansi juga memungkinkan integrasi informasi 
non-keuangan, termasuk aspek kesejahteraan masyarakat pesisir, ketahanan pangan, dan 
keadilan gender ke dalam laporan keuangan nasional, melalui pendekatan triple bottom line 
accounting. Ketiga, akuntansi juga mendukung akuntabilitas fiskal dan tata kelola investasi. 
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PROBLUE dan laporan OECD (2016) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan BE 
harus didasarkan pada reformasi fiskal yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, akuntansi 
sektor publik memainkan peran penting untuk memastikan efisiensi pengeluaran publik biru 
serta transparansi pengelolaan dana pembangunan. 

Salah satu contoh nyata dari penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan sektor 
kelautan adalah blue public expenditure review yang dikembangkan dalam inisiatif 
PROBLUE. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi alokasi dan efektivitas pengeluaran 
sektor kelautan secara sistematis. Tinjauan semacam ini tidak hanya memperkuat transparansi 
fiskal, tetapi juga mendorong distribusi keadilan dalam kebijakan kelautan. 

Lebih jauh lagi, strategi nasional dan regional seperti yang tercantum dalam dokumen 
AU-IBAR (Failler, 2019), laporan Karibia (Patil et al., 2016), dan rencana induk Grenada 
(World Bank, 2016) menekankan pentingnya aspek keadilan dan kesejahteraan sosial dalam 
pembangunan BE. Namun, dari perspektif akuntansi sosial dan lingkungan, masih terdapat 
kesenjangan dalam pelaporan dampak non-finansial, khususnya terkait dengan ketimpangan 
distribusi manfaat dan eksternalitas negatif yang ditanggung oleh masyarakat pesisir. Hal ini 
mencerminkan lemahnya mekanisme pelaporan terhadap dampak sosial dari pembangunan BE. 

Secara umum, mayoritas dokumen kebijakan Ekonomi Biru cenderung lebih fokus pada 
pertumbuhan ekonomi, tanpa menyertakan mekanisme akuntabilitas distribusi yang eksplisit. 
Kegagalan untuk menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan dalam proses pengambilan 
keputusan ekonomi menimbulkan risiko terciptanya eksternalitas negatif yang tidak tercatat 
secara akuntansi. Fenomena seperti perampasan ruang pesisir, privatisasi akses terhadap 
sumber daya laut, dan marginalisasi nelayan kecil (Bennett, 2019; Farmery et al., 2021) 
seringkali luput dari sistem pelaporan konvensional. Padahal, dari perspektif akuntansi 
keberlanjutan, dampak-dampak tersebut merupakan unaccounted liabilities yang seharusnya 
diungkapkan secara transparan. 

Untuk mengatasi tantangan ini, integrasi pendekatan full-cost accounting atau natural 
capital accounting menjadi sangat penting dalam menilai secara komprehensif biaya dan 
manfaat pembangunan BE. Ini termasuk penilaian terhadap dampak jangka panjang terhadap 
komunitas lokal dan keberlanjutan ekosistem. Laporan FAO (2017, 2018) tentang “Komunitas 
Biru” secara implisit menunjukkan pentingnya akuntabilitas sosial dan ekologis dalam 
pembangunan BE, meskipun sistem pengukuran dan pelaporan yang mendukung hal tersebut 
masih belum memadai. 

Sementara itu, laporan EC (2021) telah menekankan perlunya indikator dan kriteria sosial 
dalam kerangka Ekonomi Biru, termasuk kondisi ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat. 
Namun demikian, belum ada pembahasan yang komprehensif tentang bagaimana indikator-
indikator tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan sektor publik 
maupun korporasi. 

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Ekonomi Biru tidak hanya bergantung pada 
pencapaian pertumbuhan ekonomi atau pelestarian lingkungan, tetapi juga pada sejauh mana 
prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan integratif dapat diterapkan secara konsisten. 
Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat peran akuntan publik, akuntan lingkungan, dan 
lembaga audit dalam memastikan bahwa setiap keputusan kebijakan dan investasi dalam 
kerangka Ekonomi Biru dapat dipertanggungjawabkan secara etis, sosial, dan fiskal. 
Reformasi Tata Kelola Ekonomi Biru: Tinjauan dari Perspektif Akuntansi 

Ekonomi Biru (Blue Economy), sebagai kerangka kerja pembangunan berkelanjutan 
kelautan, memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDG). Namun, terdapat tantangan dalam hal kejelasan dan konsistensi 
mekanisme tata kelola yang efektif dan dapat dipraktikkan (Voyer et al., 2018; 2022). Dari 
perspektif akuntansi, situasi ini menunjukkan lemahnya sistem akuntabilitas dan transparansi 
dalam pengelolaan sumber daya laut yang kompleks dan multi-sektoral. Ketiadaan kerangka 
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pengukuran yang mampu merepresentasikan nilai ekologis, sosial, dan ekonomi dari laut 
menyebabkan ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan. 

Laut telah menjadi pusat perhatian global karena tekanan terhadap sumber dayanya yang 
terus meningkat dan kompleksitas aktor yang terlibat (Blythe et al., 2021). Upaya reformasi 
tata kelola laut memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mencakup dimensi ekologi, 
tetapi juga hubungan antara aktivitas daratan dan pesisir (IRP, 2021). Dalam hal ini, akuntansi 
memainkan peran penting dalam menyediakan sistem informasi yang mampu melacak dampak 
lintas sektor serta memastikan integrasi antara sistem ekologi dan ekonomi. 

Namun, tata kelola laut saat ini diidentifikasi sebagai sistem yang gagal dan 
terfragmentasi (Cunningham et al., 2009; Zalik, 2015). Permasalahan tata kelola ini sering kali 
disebabkan oleh absennya mekanisme pengendalian internal yang kuat, lemahnya koordinasi 
kelembagaan, dan keterbatasan pelaporan keuangan serta non-keuangan dalam 
mengakomodasi keragaman perspektif pemangku kepentingan. Dari sisi akuntansi, ini 
menggambarkan perlunya pengembangan governance reporting yang lebih menyeluruh, yang 
mencakup dimensi sosial dan ekologis sebagai bagian dari laporan keberlanjutan (sustainability 
reports). 

BE sebagai pendekatan pembangunan membawa konflik inheren antara potensi 
pertumbuhan ekonomi dan ancaman ekologis (Voyer et al., 2018). Ini menuntut sistem tata 
kelola yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mencatat, mengukur, dan melaporkan trade-off 
antara penggunaan sumber daya dan dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem 
(Mulazzani et al., 2016). Oleh karena itu, dalam kerangka reformasi tata kelola, diperlukan 
sistem pelaporan akuntansi sosial dan lingkungan (social and environmental accounting) yang 
lebih akomodatif terhadap kompleksitas dan konflik nilai yang melekat dalam BE. 

Secara internasional, berbagai pemangku kepentingan telah mulai memasukkan isu tata 
kelola kelautan ke dalam diskusi kebijakan (Campbell et al., 2016). Dalam konteks ini, 
akuntansi berperan sebagai alat komunikasi strategis untuk menyampaikan kondisi dan 
kebutuhan dari berbagai kelompok, terutama yang terpinggirkan, seperti nelayan skala kecil. 
Akuntansi partisipatif dapat digunakan untuk menyeimbangkan hubungan kekuasaan dan 
menciptakan sistem tata kelola yang inklusif, di mana suara dari kelompok rentan tidak hanya 
didengar tetapi juga diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Lebih lanjut, Guerreiro (2021) menyarankan agar pendekatan BE bersifat bottom-up, 
mencakup rencana tata ruang, pembentukan lembaga khusus, koordinasi lintas sektor, serta 
mandat kelembagaan yang jelas. Dari sudut pandang akuntansi, ini berarti kebutuhan akan 
sistem pengendalian manajemen (management control systems) yang dapat mengakomodasi 
kebutuhan lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Perlu adanya kerangka penganggaran dan 
pengukuran kinerja yang mampu mencerminkan kontribusi ekonomi biru terhadap masyarakat 
lokal, bukan hanya terhadap indikator ekonomi makro. 

Pendekatan ekosistem dan ketahanan (EBA dan resilience thinking) yang menjadi prinsip 
BE juga membutuhkan data dan pelaporan yang dapat dipercaya untuk dapat dimanfaatkan 
dalam proses pengambilan keputusan (Caswell et al., 2020). Namun, studi oleh Keen et al. 
(2018) menunjukkan bahwa banyak wacana BE di negara-negara berkembang mengabaikan 
dimensi sosial-politik. Ini menunjukkan perlunya akuntansi sosial untuk merepresentasikan 
ketimpangan dan ketidakadilan yang muncul akibat implementasi kebijakan kelautan. 

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan BE sering kali mengarah pada 'perampasan 
biru', yakni pengambilalihan wilayah pesisir dan laut oleh negara atau korporasi dengan 
mengorbankan hak masyarakat lokal (Choi, 2017). Hal ini sejalan dengan peringatan Foley dan 
Mather (2019) tentang bagaimana aktor yang memiliki akses terhadap sistem pelaporan dan 
informasi bisa memanipulasi klaim kepemilikan sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk 
mengembangkan sistem pelaporan yang mendokumentasikan klaim dan hak atas sumber daya 
secara transparan dan adil. 
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Konflik atas sumber daya maritim menunjukkan pentingnya reformasi institusional 
berbasis tindakan kolektif, yang dapat dimediasi melalui sistem akuntansi yang mendorong 
transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab lintas aktor (Basurto et al., 2016). Di sini, 
pendekatan akuntansi yang berorientasi pada keadilan sosial menjadi penting, khususnya 
dalam menjamin hak asasi manusia masyarakat pesisir yang bergantung pada laut (Leach et al., 
2012). 

Sebagai kesimpulan, transformasi tata kelola BE membutuhkan sistem akuntansi yang 
adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan, yang tidak hanya mengukur keuntungan ekonomi, 
tetapi juga mencatat, mengungkap, dan mengelola dampak sosial dan lingkungan secara 
holistik. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi keberlanjutan dan keadilan ke 
dalam kebijakan kelautan, BE dapat berkembang menjadi pendekatan yang adil, setara, dan 
inklusif 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembangunan pesisir dan laut melalui praktik Blue Economy (BE) dan Blue Growth 
(BG) kerap mengakibatkan perebutan ruang laut tanpa mekanisme akuntabilitas sosial dan 
lingkungan yang memadai. Fenomena seperti "blue grabbing" dan "green grabbing" 
memperlihatkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban, di mana masyarakat 
pesisir skala kecil menjadi kelompok yang paling terdampak. Akuntansi konvensional yang 
selama ini berfokus pada nilai ekonomi moneter terbukti memiliki keterbatasan karena gagal 
menangkap dampak sosial, budaya, dan ekologis dari pembangunan pesisir. Akibatnya, banyak 
eksternalitas negatif seperti kehilangan akses nelayan, degradasi ekosistem, dan 
ketidakamanan ekonomi tidak tercatat dalam laporan resmi. Untuk mengatasi persoalan ini, 
diperlukan pendekatan akuntansi baru yang lebih partisipatif dan adil, seperti social and 
environmental justice accounting, community-based accountability, serta multi-actor 
accounting. Pendekatan ini penting agar suara komunitas lokal dan nilai-nilai ekologi dapat 
tercermin dalam pengambilan keputusan dan dalam laporan pembangunan. 

Di tingkat internasional, kebijakan Blue Economy masih cenderung lebih menekankan 
pada pertumbuhan ekonomi daripada keadilan distribusi atau keberlanjutan sosial-ekologis. 
Mekanisme pelaporan fiskal dan sosial pun belum sepenuhnya mampu menginternalisasi biaya 
sosial dan eksternalitas lingkungan. Tantangan tata kelola laut dan pesisir yang terfragmentasi 
ini menegaskan pentingnya reformasi institusi berbasis akuntabilitas sosial, penguatan tata 
kelola kolaboratif, dan pengembangan sistem pelaporan yang lebih holistik yang mencakup 
dimensi ekologi, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Untuk itu, pengembangan kerangka 
akuntansi sosial dan lingkungan sangat penting guna mendorong integrasi full-cost accounting, 
natural capital accounting, dan social return on investment (SROI) dalam setiap proyek 
pembangunan pesisir dan laut. Dengan cara ini, seluruh biaya sosial dan lingkungan dapat 
tercatat dan dipertimbangkan secara lebih menyeluruh, memberikan gambaran yang lebih 
akurat tentang dampak proyek terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Implementasi akuntansi partisipatif menjadi langkah krusial dalam proses ini, karena 
melibatkan komunitas lokal, terutama nelayan skala kecil, dalam pencatatan, pelaporan, dan 
evaluasi proyek kelautan akan memastikan bahwa akuntansi berfungsi sebagai alat 
pemberdayaan, bukan sekadar legitimasi proyek. Keterlibatan ini memungkinkan masyarakat 
untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kepentingan 
mereka terakomodasi dalam setiap tahapan pembangunan. Transparansi dan keadilan informasi 
juga harus ditingkatkan, di mana setiap proyek pembangunan pesisir wajib menyertakan 
laporan keterlibatan pemangku kepentingan dan laporan tata kelola yang terbuka. Hak atas 
informasi yang setara bagi masyarakat terdampak harus dijamin, agar mereka bisa mengakses 
informasi yang relevan dan memadai tentang proyek yang berlangsung di wilayah mereka. 
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Reformasi tata kelola ekonomi biru perlu dilakukan dengan mengembangkan sistem 
pengendalian internal, pengukuran kinerja, dan mekanisme audit yang mampu mencerminkan 
kontribusi pembangunan biru tidak hanya dalam indikator makroekonomi, tetapi juga dalam 
aspek kesejahteraan sosial, ekologi, dan distribusi keadilan. Dengan reformasi ini, diharapkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan juga membawa manfaat sosial dan 
lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan peran akuntan sosial dan akuntan 
lingkungan sangat diperlukan. Profesi akuntansi perlu diperluas dalam konteks pembangunan 
pesisir dan laut agar dapat berfungsi sebagai fasilitator keadilan sosial, dengan fokus pada 
pencatatan hak-hak komunitas, dampak jangka panjang dari proyek, serta nilai-nilai budaya 
dan ekologis lokal, sehingga setiap proyek tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi 
juga mendukung kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. 
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